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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang masalah   

Seiring dengan munculnya tuntutan masyarakat untuk instansi pemerintahan memperbaiki 

kualitas pelayanannya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik dan untuk 

menjamin dikelolanya uang rakyat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan 

berorientasi pada kepentingan publik, maka untuk menunjang pemenuhan tuntutan tersebut, audit 

kinerja berperan penting di sektor pemerintahan.  

Misalnya banyak nya masalah yang terjadi pada aset dan bangunan di beberapa kota 

cotohnya di data aset pemerintah kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung mempunyai aset 

berupa tanah dan bangunan bermasalah senilai Rp 3,6 triliun karena luasnya tidak diketahui. Data 

aset yang bermasalah itu tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2013 yang dilakukan BPK Perwakilan Jawa Barat. 

Laporan tersebut selesai dikerjakan pada akhir Mei 2014 (Bpk, 2014) 

Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung pernah 

mengungkapkan bahwa penyertifikatan dilakukan secara bertahap karena adanya keterbatasan 

anggaran. Target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dalam lima tahun ke depan, tambahan 

bidang yang bersertifikat mencapai 564 bidang. Tahun ini, alokasi dana tersedia sebesar Rp 1,3 

miliar (Bpk, 2014). Itulah di perlukannya audit kinerja pada kantor badan pengelolaan keuangan 

dan aset 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 
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BPKAD Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan. Dalam melaksanakan 

tugas pokok tersebut BPKAD Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Penyusunan kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang milik Daerah 

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah 

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan 

keuangan dan barang milik daerah 

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah 

di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah 

5. Pelaksanaan administrasi Badan 

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan 

pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala 

Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota / bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

Audit kinerja merupakan audit yang dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di 

masa mendatang. Audit kinerja meliputi audit terhadap aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, 

apabila audit kinerja dijalankan dengan baik maka akan tercipta akuntabilitas pemerintah sehingga 

terciptanya good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik (Vita Citra Mulyandini, 

2010). 

Audit kinerja mempunyai tujuan untuk dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan 

memudahkan pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan 

memprakarsai tindakan koreksi (Vita Citra Mulyandini, 2010). 
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Saat ini tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan audit kinerja  dan akuntabilitas semakin 

meningkat agar terciptanya tata pemerintah yang baik. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka 

dalam pengelolaan keuangan negara dibutuhkan lembaga atau badan independen untuk dapat 

melakukan pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan Negara, seorang auditor dapat 

bersikap objektif terhadap semua kegiatan yang diperiksa dan bertindak secara independen. 

Seorang auditor dituntut untuk dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dan standar 

audit yang berlaku dengan maksud agar auditor dalam bekerja mampu meningkatkan kinerjanya 

(Nurhayati, 2015). 

Dalam hal ini BPK Pemerintah Kota Palembang lah yang berperan dalam melakukan 

pengawasan dengan melakukan audit kinerja terhadap Dinas di Pemerintahan Kota Palembang. 

BPK daerah memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah 

daerah dan tugas lain yang diberikan walikota. 

Berdasarkan penelitian Vita Citra Mulyandini, (2010)  dapat disimpulkan bahwa audit 

kinerja yang memadai akan menunjang pelaksanaan akuntabilitas publik, sebab dengan 

dilakukannya audit kinerja pada dinas dilingkungan pemerintah dapat memberi jaminan kepada 

masyarakat bahwa dana yang diberikannya telah dikelola secara ekonomi, efektif, dan efisien.  

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban 

untuk menjawab dan menerangkan kinerjja dan tindakan seseorang atau badan hukum dan 

pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk 

meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Anjarwati, 2012). 

Tuntutan akuntabilitas atas lembaga- lembaga publik, baik pusat maupun daerah 

menyebabkan seluruh instansi pemerintah menyusun perencanaan strategik, melakukan 

pengukuran kinerja dan melaporkannya. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah 
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dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan 

mendorongpemerintah untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungannya, dengan berupaya 

memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, disamping itu pemerintah daerah 

juga dituntut untuk melakukan pembagian tugas yang baik pada pemerintahan yang ada 

dilingkungan daerah tersebut (Afrina, 2015).  

Penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan penerapan sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden nomor 29 

tahun 2014 tentang SAKIP. Untuk mengetahui sejauh mana instansi Pemerintah (SAKIP)nya serta 

sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan 

suatu evauasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah 

dipusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan 

mewujudkan capaian kinerja (hasil) insyansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD 

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang 

strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

berdampak pada upaya terciptanya good governance. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik. 

Mewujudkan akuntabilitas dengan pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) 

aktivitas serta kinerja keuangan pemerintah melalui laporan keuangan kepada seluruh stakeholder 

diperlukan karena pemerintah adalah subjek informasi untuk memenuhi hak-hak publik yakni hak 

untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan didengar aspirasinya (Tarigan, 2013) 

Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah di amandemen dengan Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memunculkan paradigma baru dalam 

pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas, dan bertanggung jawab pada 
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daerah Penyelenggaran pemerintah daerah dengan berdasarkan UU tersebut juga telah melahirkan 

suasana baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintah yang sentralis birokratik ke pemerintah 

yang desentralik partisipatoris .(Putra, 2013) 

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang 

berorientasi pada kepentingann masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap 

dengan lingkungannya, dengan melakukan upaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan 

dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baikk pada pemerintah tersebut. Tuntutan yang 

semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara 

atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka (Putra, 2013) 

Pelaksanaan good governance menuntut pemerintah melakukan perbaikan sistem 

birokrasinya agar terbentuk pemerintahan yang lebih transparan dan accountable sehingga 

pemerintahan menjadi lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. 

Pengukuran kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan agar transparansi dan akuntabilitas 

dapat terbentuk. Selama ini pengukuran kinerja instansi pemerintah tidak cukup representatif 

untuk menunjukkan ketransparanan dan keakuntabilitasan instansi karena hanya mengukur 

kemampuan pemerintah dalam menyerap sumber daya input terutama anggaran sebanyak- 

banyaknya sehingga paradigma sistem pengukuran kinerja ini perlu untuk diubah. Perubahan 

sistem pengukuran kinerja tersebut ditandai dengan adanya kewajiban setiap instansi pemerintah 

untuk membuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan setiap 

instansi pemerintah dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang tertuang dalam rencana 

strategis 

Berdasarkan latar belakang, fenomena-fenomena yang terjadi di dalam suatu 

pemerintahan, dan beberapa penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan 
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penelitian lebih lanjut terkait terhadap kinerja pemerintah terhadap akuntabilitas dinas pemerintah. 

Penulis mengambil judul penelitian sebagai berikut. ANALISIS HASIL EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA BPKAD KOTA PALEMBANG 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan Penjelasan diatas maka dapat dirumuskan masalah 

1. Bagaimana hasil evaluasi akuntabilitas kinerja bpkad kota Palembang 2017 

2. Bagaimana hasil evaluasi akuntabilitas kinerja bpkad kota palembang 2018 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Bagaimana hasil evaluasi akuntabilitas kinerja bpkad kota Palembang  

2. Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan 

kebijakan evaluasi yang ditetapkan.  

3. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP 

4. Memberikan saran perbaikan untuk meniingkatkan implementasi SAKIP  

5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya 

6. Menilai tingkat implementasi SAKIP 

 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis berkenaan dengan pengaruh 

audit kinerja bpkad terhadap akuntabilitas bpkad kota Palembang  
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2. Bagi Instansi Pemerintah Pada Dinas di Kota Palembang.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pemikiran sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengadakan perbaikan dan koreksi yang diperlukan, sehingga pada 

akhirnya dapat menunjukan kinerja yang optimal 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan yang berarti bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan referensi bagi para peneliti selanjutnya untuk meneliti 

analisis hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BPKAD Kota Palembang.  
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